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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Suatu Studi Di
Kabupaten Ende). Disusun Oleh: Fransiskus Charlon Lena, Nim: 2020110825.

Banjir yang kerap kali melanda di wilayah Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende,
menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian dan tanggung jawab pemerintah
daerah dalam konteks penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
sejaun mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende dalam mengatasi
masalah banjir dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis
sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui
wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), Lurah Mautapaga, serta masyarakat terdampak banjir. Sementara itu, data
sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dan peraturan perundang-
undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah
memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), implementasinya di
lapangan belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi
keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar instansi teknis. Di sisi lain, perbedaan
persepsi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam menentukan lokasi prioritas
pembangunan drainase turut memperparah persoalan. Untuk itu, dibutuhkan
penguatan dalam hal perencanaan berbasis data, pelibatan masyarakat, serta
penegakan hukum tata ruang agar upaya mitigasi banjir dapat dilakukan secara
berkelanjutan dan efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Penanganan Banjir, Penataan
Ruang.



ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF ENDE DISTRICT GOVERNMENT IN HANDLING
BANJIR REVIEWED FROM UNDERGOING NUMBER 26 YEAR 2007
ABOUT SPACE PLANNING (Study in Ende Regency). Prepared by:
Fransiskus Charlon Lena, Nim: 2020110825.

Flooding, which often occurs in the Mautapaga Village area of Ende Regency, is a
serious problem that demands the attention and responsibility of the local
government in the context of spatial planning. This research aims to examine the
extent of the Ende Regency Government's responsibility in overcoming flooding
problems by referring to the provisions of Law Number 26 of 2007 concerning
Spatial Planning, as well as identifying factors that hinder its implementation. The
approach used is juridical sociological with empirical legal research methods.
Primary data was obtained through direct interviews with the Public Works and
Spatial Planning Agency, Mautapaga Village Head, and flood-affected
communities. Meanwhile, secondary data was collected from various literature
sources and laws and regulations. The results showed that although the local
government has a Regional Spatial Plan document, its implementation in the field
has not been optimal. Some of the main obstacles faced include budget constraints,
lack of public awareness in maintaining environmental cleanliness, and weak
coordination between technical agencies. On the other hand, differences in
perceptions between village and district governments in determining priority
locations for drainage development also exacerbate the problem. For this reason,
strengthening data-based planning, community involvement, and spatial law
enforcement are needed so that flood mitigation efforts can be carried out in a
sustainable and effective manner.

Keywords: Government Responsibility, Flood Management, Spatial Planning
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